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RINGKASAN 

 

Pelaksanaan strategi perbaikan kerangka kota merupakan rangkaian 

latihan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kota dengan mengikutsertakan 

badan permusyawaratan kota dan wilayah setempat. Pokok-pokok kajian ini 

adalah (1) untuk pelaksanaan strategi pemerintah kota dengan tujuan akhir 

untuk lebih mengembangkan kualitas kerangka, (2) elemen pendukung dan 

faktor penghambat dalam melakukan pendekatan pemerintah kota dengan 

tujuan akhir untuk lebih mengembangkan kualitas pondasi. Jenis pemeriksaan 

yang digunakan oleh spesialis adalah eksplorasi yang pasti dengan pendekatan 

pemeriksaan subjektif. Area eksplorasi dilaksanakan di Desa Pandanrejo, 

Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sumber informasi dari eksplorasi ini adalah 

informasi penting dan informasi tambahan. Pemilahan informasi diselesaikan 

melalui persepsi, pertemuan dan studi tulisan. Pemeriksaan informasi dilakukan 

melalui beberapa tahapan, lebih spesifiknya; Reduksi Data (Data Reduction), 

Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). 

Legitimasi informasi, legitimasi informasi dan kemampuan beradaptasi 

(transbelievability). 

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan pemerintah 

kota dengan tujuan akhir untuk bekerja pada sifat kerangka kota dibuat dengan 

mempertimbangkan standar kemungkinan publik atau SNI. Variabel 

pendukung dalam melaksanakan pendekatan pemerintah kota dengan tujuan 

untuk lebih mengembangkan kualitas kerangka kerja adalah batasan moneter, 

sifat SDM daerah, kerjasama kelompok masyarakat, sifat bahan yang 

digunakan dan unsur pendukung kondisi keuangan dan cuaca. 

Kata kunci : Implementasi, Pemerintah Desa Dan Infrastruktur  

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah kota merupakan salah satu dasar negara dalam 

pembangunan kelembagaan. Pemerintah kota memainkan peran penting dalam 

setiap proses strategi perbaikan kerangka kota. Mengingat Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan pemerintahan 

kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah 

sekitarnya dalam rangka pemerintahan NKRI, sedangkan organisasi 

pemerintahan kota adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, 

Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). . 

Kota-kota diberikan kemerdekaan untuk mengendalikan dan mengurus 

kepentingan daerah setempat dengan memperhatikan titik tolak, adat istiadat, 

dan perkembangan sosial dan sosial daerah setempat kota, serta memutuskan 

dan mengawasi yayasan-yayasan kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah suatu 

usaha mengusahakan kepuasan dan kehidupan pribadi untuk sebaik-baiknya 

bantuan pemerintah daerah kota. 

Pelaksanaan strategi perbaikan pondasi kota merupakan rangkaian 

latihan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kota dengan mengikutsertakan 

badan permusyawaratan kota dan daerah setempat. Siklus eksekusi strategi baru 

akan dilakukan dengan asumsi tujuan dan sasaran telah ditetapkan (Akib, 

2012). Eksekusi strategi yang berbeda telah dilakukan oleh pemerintah kota 

dalam mencari kerangka yang berkualitas, baik melalui perluasan batas kantor 



yayasan yang rusak, maupun membangun kerangka kerja baru. Pondasi 

pedesaan dicirikan sebagai kerangka kerja yang bersifat aktual dan memberikan 

akses kepada administrasi dasar serta administrasi ramah dan keuangan untuk 

jaringan provinsi (Asnudin A, 2005). 

Framework memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak kemajuan dan perkembangan keuangan. Fondasi yang memuaskan 

diperlukan dan merupakan bagian penting dari kerangka kerja bantuan publik. 

Kantor nyata yang berbeda sangat penting untuk membantu berbagai 

pemerintah, moneter, modern dan latihan sosial lokal dan pemerintah. 

Sementara itu, menurut (Sadono, 2011) kerangka kerja adalah bagian utama 

dalam menciptakan latihan keuangan dan memperluas kecakapan 

Tindakan keuangan ini adalah sebagai pembangunan jalan, dan kantor pasokan 

air dan listrik. Kerangka kerja di suatu negara memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi produktivitas dan biaya penciptaan organisasi yang bekerja 

dalam perekonomian suatu negara. 

Kehadiran yayasan sangat penting dalam mendukung perbaikan 

moneter dan sosial karena kerangka kerja yang baik dapat membangun 

kelangsungan hidup dan kecakapan baik untuk dunia bisnis maupun untuk area 

sosial lokal. Kerangka kerja yang memadai menyebabkan biaya penciptaan, 

transportasi, surat menyurat dan strategi menjadi lebih murah, berapa banyak 

peningkatan penciptaan, peningkatan tunjangan kerja, sehingga dapat 

meningkatkan gaji individu. Aksesibilitas yayasan juga akan mempercepat 

kemajuan yang merata melalui perbaikan kerangka kerja yang disesuaikan 



dengan kebutuhan masing-masing dan antar kabupaten untuk mendorong 

spekulasi baru, posisi baru dan peningkatan gaji individu dan bantuan 

pemerintah (Suroso, 2015). 

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pondasi kota, pemerintah 

pusat memberikan aset anggaran belanja kepada setiap kota di seluruh 

Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya atau 

pelaksanaan lebih lanjut, perolehan cadangan rencana keuangan tersebut 

selanjutnya diarahkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

diperoleh dari APBN. 

Berdasarkan penggambaran di atas, peningkatan fondasi nilai sangat signifikan 

di sebuah kota. Di kota Pandanrejo masih terdapat kemajuan kerangka kerja 

yang belum sesuai dengan sasaran visi dan misi kota. Oleh karena itu, pencipta 

ingin mengkaji “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Infrastruktur”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran pondasi diatas, maka permasalahan mendasar dapat 

dibentuk sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Infrastruktur? 

2. Apa saja variabel pendukung dan penghambat dalam Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Peningkatan Kualitas 

Infrastruktur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemerintah kota dengan tujuan 

akhir untuk bekerja pada sifat dasar di Desa Pandanrejo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. 

2. Mengetahui variabel pendukung dan unsur penekan dalam 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan 

Kualitas Infrastruktur di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu. 



1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademik 

a) Pemeriksaan ini bermanfaat untuk menambah informasi bagi para 

ilmuwan dan pembaca; 

b) Sebagai sumber bahan perspektif bagi tenaga ahli tambahan dan 

selanjutnya sebagai bahan ujian untuk eksplorasi tambahan. 

2. Secara Praktis 

a) Untuk otoritas publik: Eksplorasi ini bermanfaat bagi otoritas 

pemerintah untuk memikirkan kembali strategi yang ada dan 

memperhatikan eksekusi yang ada di lapangan; 

b) Untuk daerah: Sebagai bahan data untuk mengetahui strategi 

peningkatan pondasi mutu yang ada di Indonesia dan sebagai bahan 

pembantu bagi daerah untuk dapat ikut serta membina pedoman ini di 

Indonesia 

c) Bagi pencipta: Pemeriksaan ini sangat berharga sebagai perluasan 

informasi pencipta, khususnya di bidang pelaksanaan pendekatan publik 

di Indonesia. 
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